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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi di Indonesia adalah otonomi berupa penyerahan kewenangan
dalam urusan pemerintahan dan bukan penyerahan kedaulatan. Dalam pasal
10 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dijelaskan urusan yang
dalam keadaan apaapun tidak bisa diserahkan yaitu kewenangan bidang
politik luar negeri, pertahanan keamanan, monoter dan fiskal, peradilan,
agama serta kewenangan bidang lain. Namun demikian dalam Undang-
undang Nomor 32 tahun 2004 sesungguhnya telah memberi peluang-peluang
bagi daerah untuk memperluas sisi otonomi yang dipegangnya secara luas.

Sesuai dengan isi yang terkandung dalam Undang-undang nomor 32
tahun 2004, bertujuan untuk memberdayakan kemampuan masyarakatnya
untuk dapat hidup lebih mandiri.

Seperti yang terdapat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN )
pada pembagian pembangunan daerah disebutkan bahwa *“‘Otonomi daerah
dikembangkan secara nyata, luas dan bertanggung jawab dalam rangka
pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga hukum, lembaga politik,
lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta seluruh potensi
masyarakat  dalam wadah Negara Kesatuan republik Indonesia “ (GBHN)”, Tap

MPR No. IV MPR/ 1999.
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Provinsi Nanggroe Aceh - Darussalam yang dulunya sebelum
dikeluarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 bernama Daerah istimewa
Aceh, melihat bahwa masih belum mampu mengakomodir kebutuhan dan
kepentingan masyarakat Aceh yang selama ini terabaikan. Walaupun status
sebagai Daerah Istimewa dan daerah modal telah disandang sejak dulu.
Masyarakat Aceh melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Aceh
pada tahun 2000-2001 menurut kewenangan yang lebih luas atas status
istimewa terutama dalam 3 (tiga) bidang yaitu Agama, Adat istiadat dan
pendidikan.

Pemerintah  Pusat setelah mendapat persetujuan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya pada tanggal 9 Agustus
2001 menegaskan : Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi
Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe
Acch Darussalam .

Sejalan dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan urusan
pemerintah dan pembangunan daerah dalam segala bidang berdasarkan azas
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan khususnya dalam rangka
realisasi tugas otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka
mutlak diperlukan peningkatan tertib adminitrasi dan penyediaan personil,

pembizvasn dan peralatan ( perlengkapan dan barang.)

stk menuniane kelancamn tugas dan pelavapan kepada masyarakat
Haiis  didukaing  dengan  becbagal  Kebyukan,  permurneperainan  dan

perundang-uindangan Jalam MEmMberiKan pelayanan Kepada masyarakat yung
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Menimbang

Mengingat

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTIUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 152 TAHUN 2004
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH

. a.

MENTERI DALAM NEGERI,

bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan
barang daerah dalarn penyelenggaraan pemerintahan di
Daerah sesuai dengan perkembangan periu diadakan
penyempurnaan pedoman pengelolaan barang Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di

atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang
Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nornor 2043);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nornor 4286);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara
(Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2967),

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah
Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nemar 69, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3573);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propingi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nemor 3953);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 fentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
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Lembaran Negara Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4023);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara
dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam
rangka Pelaksanaan Otonorni Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah;

13. Keputusan Presiden Nornor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara
Penjualan Rumah Negeri;

14. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974
tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;

15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belaiija Negara;

16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
dan Materiil Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada
Daerah yang baru dibentuk;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 49 Tahun 2001 tentang
Sistem Inforrnasi Manajemen Barang Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tanun 2002 tentang
Nomor Kode Lokasi dai Nomor Kode Barang Daerah
Propinsi/Kabupaten/Kota,

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan serta Tata Cara Penyusunan APBD,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan
Perhitungan APBD,;

22. Repulubai: eider Calar Negeri Nomer 12 Tehun 2003
tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah.
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BAB Vil
r SWANFAA (AN

Bagian Pertama
Pinjam rana
Pasal 41

Untuk kepentingan penyetenggaraan Pernerintahan Daerah, barang daerah
baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dipinjampakaikan.

Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan {cpals Do

Bagian Kedua
Penyewaan

Pasal 42

Barang Milik atau dikuasai Pemerintah Daerah baik barang bergerak maupun
barang tidak bergerak dapat disewakan atau dipungut retribusi daerah
sepanjang menguntungkan daerah.

Pelaksanaan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.

Penetapan jenis dan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Penggunausahaan

Pasal 43

Barang Daerah yang digunausahakan dalam bentuk kerjasama dengan pihak
ketiga ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daf,ar inventaris
tersendiri.

Bagian keempat
Swadana

Pasal 44

Barang daerah balk barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat
dikelola secara swadana.

Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.
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BAB IX
PENGAMANAN

Pasal 45

(1) Upaya pengurusan barang daerah agar dalam pemanfaatannya terhindar dari
penyerobotan, pengambilalihan atau klaim dari pihak lain dilakukan dengan

cara:

a. pengamanan administratif, yaitu dengan melengkapi sertifikat dan
kelengkapan bukti-bukti kepemilikan;

b. pengamanan fisik, yaitu dengan pemagaran dan pemasangan
c. tindakan hukum, yaitu dengan cara melakukan upaya hukum apabila terjadi
pelanggaran hak atau tindak pidana. ‘
(3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d'tetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 46
Barang daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan
peraturan perundangundangan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 47

Pembinaan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Menteri Dalam
Negeri.

Pasal 48
Pengendalian pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Kepala Daerah.
Pasal 49

Pengawasan terhadap pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Menteri
Dalam Negeri dan Kepala Daerah.

Pasal 50

Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
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